
Menimbang 

BUPATI DOMPU 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR iS TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ]^asal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

D;-ierah perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan 

dan kepastian hukum kepada semua pihak 

dalam penghapusan piutang pajak, maka 

diperlukan suatu pengaturan yang dapat 

menjamin kepastian hukum secara efektif 

dan berdaya guna; 

c. Bahwa berdasarkan 

sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b, perlu menetapkan 

periimbangan 

huruf a dan 

Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ' 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayali 

Daerah-Daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentar.g Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 201(5 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungulan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

MEMUTUSKAN : 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN 

PIUTANG PAJAK DAERAH. 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupat i adalah Bupat i Dompu; 

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pxmdapatan 

Daerah Kabupaten Dompu. 

5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalem secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakuktm usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

la innya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik 

Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

politik. 

7. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang 

tercamtum besaranya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, 



Surat Keterangan Pajak Daerah , Surat KetetajDan Pajak 

Daerah Kurang Bayar ,Surat Ketetapan Pajalc Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetlan, 

Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pengurangan, Penghapusan Sanks i Afministrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 

8. Penagihan Pajstk Daerah adalah serangkaian t indakan 

agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan seketika dan skaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan t indakan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, penyprdehanaan dan menjual 

barang yang telah disita. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menurutketentuan Peraturan Perundang-undangan 

perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang tertuang, termasuk pemungut 

atau pemotongan pajak tertentu. 

10. Penanggung Pajak adalah orang atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk 

waki l yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. . . . . 

11. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui 

tenggang wahtu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 

tertuangnya Pajak Daerah, kecuali apabila wajib 

pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah 

12. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah adelah daftar 

yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau 

tidak mungkin ditagih lagi karena hak un tuk melakukan 

penagihan udah kadarluasa. 

13. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 

adalah daftar yang berisi pitang pajak daerah yang 

diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan 

besarnya jumlah pajak yang terutang. 



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat S K P D K B adalah surat keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang tertuang, 

jumlah kredit pajaik, j um lah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanks i administrasi dan jumlah 

yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar " ambahan 

yang selanjutnya disingkat S K P D K B T adalah surat 

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat un tuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanks i administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

18. Penagihan seketika dan sekaligus adalah t indakan 

penagihan pajak yang d i laksanakan oleh J u r u Sita Pajak 

kepala penanggung pajak tanpa menunggu tanggal j a tuh 

tempo pembayaran yang meliputi se luruh utang pajak 

dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak. 

B A B 11 

RUANG L INGKUP PENGHAPUSAN 

Pasal 2 

(1) Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Pajak Daerah yaitu 

semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, 

meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda 

administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal 

terakhir perhitungan pembebanan hutang. 

(2) Penghapusan Piutang sehagimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan penghapusan piutang yang telah tercamtum 

dalam STPD, SKPD,SKPDKBT, SKPDKB, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi. 

B A B I I I 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN 

Pasal 3 



Piutang Pajak Daerah yang tercantum dal£..m STPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) , dapat 

dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat 

atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau tidak 

mampu lagi membayar piutang. 

Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembulatan, Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan 

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bungs dan/atau 

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walaupun 

hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga 

dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut 

tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

Piutang Pajak daerah yang tidak dapat atau tida.c mungkin 

ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : 

a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan 

tidak meninggalkan harta warisan dan tidak riempunyai 

ahli waris. 

b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta 

kekayaan lagi. 

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan, dan dari basil 

penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang 

pajaknya. 

d. Wajib Pajak/Penangung Pajak tidak dapat dii^etemukan 

lagi karena: 

1. Wajib pajak/Penanggung Pajak pindah slamat dan 

tidak mungkin diketemukan lagi. 

2. Wajib Pajak menutup tempat usahanya dlkarenakan 

mengalami kerugian akibat sepi pembeli/ 

pengunjung. 

3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan 

Indonesia untuk selamanya. 



Wajib Pajak/Penaggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuatkan 

berita acara pemeriksaan. 

B A B IV 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 4 

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, terlebih dahulu dilakukan penatausahaai sebagai 

Piutang Pajak daerah dan dilakukan upaya tindakan 

penagihan berdasarkan peraturan perpajakan d£ierah yang 

berlaku. 

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin 

ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu 

dimasukan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan 

Piutang Pajak Daerah. 

Pasal 5 

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan. 

B A B V 

KEWENANGAN 

Pased 6 

(1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh: 

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 

5.000.000.000,- ( l ima milyar rupiah); 

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih 

dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 

(2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

B A B V I 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 



Pasal 7 

(1) Pada setiap t a h u n takw in , Kepala D inas 

menyampa ikan Daftar U s u l a n Penghapusan P iutang 

Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan 

P iutang Daerah kepada Bupa t i . 

(2) Daftar U s u l a n Penghapusan P iutang Pajalc Daerah 

dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak 

Daerah pal ing sedikit memuat : 

a. n a m a Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 

b. a lamat Wajib Pa jak dan Penanggung Pajalc; 

c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ; 

d. j en i s pajak daerah; 

e. t a h u n pajak; 

f. j u m l a h p iutang pajak yang a k a n d ihapuskan a tau 

yang a k a n d icadangkan u p t u k d ihapuskan ; 

g. t indakan penagihan yang pernah d i l akukan ; dan 

h . a l asan d ihapuskan a tau d icadangkan u n t u k 

d ihapuskan . 

Pasal 8 

(1) Daftar U s u l a n Penghapusan dan Daftar Cadangan 

Penghapusan Piutang Pajak Daerah d i l a k u k a n 

penel it ian oleh T i m . 

(2) T i m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) c i t e tapkan 

dengan Kepu tusan Bupa t i . 

(3) Da l am h a l tertentu Kepa la D inas dapat 

memer in tahkan Penyidik Pegawai Negeri S i oil (PPNS) 

Pajak D inas dan J u r u S i ta pajak daerah u n t u k 

membantu dan mendampingi T i m . 

(4) Da l am m e l a k s a n a k a n tugasnya T i m wajib membawa 

S u r a t Per intah yang di terbi tkan oleh Kepa la D inas . 

Pasal 9 

(1) B a s i l penelit ian T i m sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 8 ayat (1), d i sampa ikan kepada Kepa la D inas 

da lam bentuk laporan. 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), pal ing 



sedikit memuat : 

a. n a m a wajib Pajeik dan Penanggung Pajak; 

b. a lamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 

c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ; 

d. nomor dan tanggal S T P D / S K P D / S K P D K B 

/ S K P D K B T Sura t Kepu tusan pembetulan/ Sura t 

Kepu tusan Kebera tan/Surat Kepu tusan 

Pengurangan, Penghapusan S a n k s i Admin is t ras i 

berupa k e n a i k a n bunga dan /a tau denda. 

e. j en i s Pajak Daerah ; 

f. t a h u n Pajak; 

g. besarnya Piutang Pajak Daerah yang a k a n 

d ihapuskan a t a u yang a k a n d icadangkan u n t u k 

d ihapuskan ; 

h . t indakan Penagihan yang p e m a h d i l akukan . 

i . A l asan d ihapuskan a tau d icadangkan u n t u k 

d ihapuskan ;dan 

j . Keterangan has i l penel i t ian admin is t ras i dan 

penel it ian lapangan. 

Pasal 10 

(1) B e r d a s a r k a n laporan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 9 ayat (1), Kepa la D inas menga jukan 

permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah 

kepada Bupa t i . 

(2) Penghapusan P iutang Pajak Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i tetapkan dengan Kepu tusan 

Bupa t i . 

Pasal 11 

Ha l -ha l teknis yang be lum c u k u p diatur da lam Peraturan 

B u p a t i i n i a k a n d iatur lebih lanjut oleh Kepu tusan Bupa t i . 



Pasal 12 

Pera turan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, meme;r intahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i ini dengan 

penempatannya da lam Be r i t a Dae rah Kabupaten Dompu. 

D i te tapkan d i Dompu 

Pada tanggal C?3 McX 2023 

G A T O T G L W A W A N P P U T R A 

B E R I T V D A E R A H I C A B U P A T E N D O M P U T A H U N 2023 N O M O R . . . - ^ ^ 2 ^ 


